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YAHUKIMOTAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI YAHUKIMO

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan
dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), perlu segera menetapkan bendahara Dana
Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

bahwa keputusan Bupati Yahukimo Nomor 111 tahun 2018
sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada
sehingga perlu adanya perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Yahukimo;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
RI Tahun 1969 Nomor 47);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4684 );

. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunugan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 29);
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. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional;

. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82;

. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 363);

. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan Iuran ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 264 tahun 2012, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang
Stadar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013vNomor 1392);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional(
Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung
Jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan
Iuran;
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. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional ( JKN)( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Pedoman Indonesia Case Base Groups ( INA-CBG) dalam
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Merubah Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 111 Tahun
2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran
2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini;

Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud
diktum  KESATU  melaksanakan fungsi menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai
peraturan perundang-undangan;

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan
Bupati Yahukimo Nomor 111 Tahun 2018 khusus pada
Lampiran nomor urut 4, 5, 8, 11, 19, 24, 27 dan 28
dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 02 Agustus 2018

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli
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